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enimbang 

Vlengingat 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG 

NOMOR 12_ TAHUN 2.009 

TENTANG 

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS OINAS (UPTD) 
PANTI SOSIAL 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA PALEMBANG, 

a. bahwa guna memenuhi kelentuan Pasal 78 Peraturan Daerah Kola 
Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kata Palembang sejalan 
dengan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kola Palembang 
Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kata 
Palembang, dibldang sosial, maka untuk mengoplimalkan tugas 
pokok dan fungsi Dinas Sosial pads tingkat operasional serta 
dalam upaya meningkatkan pelayanan kepaga mi:isyarakat, perlu 
membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Panti Sosial: 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud huruf a, 
perlu menetapkan Peraturan Walikota Palembang tentang 
Pembentukan Unit Pelaksana T~knis Dinas (UPTD) Panti Sosial. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan 
Daerah Tlngkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (lembaran 
Negara RI Tahun 1959 Nomot 73, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 1821); 

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberian Bantuan 
Penghldupan Orang Jompo (Lembaran Negara Rl Tahun 1965 
Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2747); 

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Kelentuan­
Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara RI 
Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3039); 

4. Undang-Uhdang Norhor 8 Tahun 1974 tenfang Pokok-Pokok 
Kepegawaian (Lembaran Negara Rl Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah 
diubah dengan Undarig-Undang Nomor 34 Tahon 1999 (Lembaran 
Nesara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Nomor 3890); 

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (Lembaran Negara RI Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3143); 

6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 
Fjsik dan Mental (Lembaran Negara RI Tahun 1997 ,Nomor 6, 
Tambahan Lemoaran Negara Nomor 3670); 

7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 te.ntang Kesejahteraan 
Lanjul Usia; 

8, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 lenlang Pembenlukan 
Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara RI Tahun 
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389): 



enetapkan 

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Oaerah (Lembaran Negara RI Taliun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua 
kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerirntahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 
59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara P.emerintah PUsat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4438); 

11 . Peraturan Pemerlntah Nornor 38 Tahun 2007 lent.ang P~mbagian 
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pem~rintah Daer~h Kab!Kota (Lembaran Negara RI 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Le.mbaran Negara Nomor 
4737); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman 
Organlsasl Perangkat Daerah (Lembaran Negara Rf Tahun 2007 
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741); 

13. Keputusan Menteri Sosial Ri Nomor HUK 3-3-239 Tahun 1974 
tentang Panti Asuha; 

14. Peraturan Oaerah Kola Palembang Nomor 6 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan Kola Palembang (Lembaran Daerah Kota 
Palembang Tahun 2008 Nomor 6); 

15. Peraluran·oaerah Kola Palembang Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
P.embentukan, Susunan Grganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah 
Kota Palembang. (Lembaran Daerah Kola Palembang Tahun 9 
Nomor 2008). 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG TENT ANG 
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) PANTI 
SOSIAL 

BAB ! 
KETENTUAN UMUM 

Pasa1 1 

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dlmaksud dengafl : 

1. Oaerah adalah Kola Palembang. 
2. Pemerintah Kota adalah Pemerinlah Kota Palembang. 
3. Walikota adalah Wankota Palembang. 
4. Wakil Walikota adalah Wal<il Walikota Palembang. 
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kola Palembang. 
6. Dinas Soslal adalah Dinas Soslal Kola Palembang. 

2 

7. Kepala Dinas adalah Kepala·Dinas Sosial Ko.la Palembang. 
8. Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial adalah Kepala 

Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Ko.ta 
Palembang. 

9. Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti Sosial yang selanjutnya 
•disingkat UPTD Pantl Sosial adalah Unit Pelaksana Teknls Dinas 
Panti Sosial pada Dinas Sosial yang merupakan unsur pelaksana 
teknis operasional Dlnas Sosiat. 

10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pant! Soslal yang selanju.tnya 
disingkat Kepala UPTO adalah Kepala UPTO Pantl Sosial. 

11. Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Kepala Sub Bagian pada 
lJPTD Panti Sosial. 
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12. Petugas Teknis Operasional adalah Petugas Teknis Operasional 
pada UPTD Panli Sosial. 

13. Kelompok Jabatan Fungsional ad,dah Kelompok Pegawai Negeri 
Slpi! yang diberi Lugas, wewenang dan hak secara penuh oleh 
pejabal yang berwenang untuk rnelaksanakan kegiatan yang 
sesuai dengan profesinya dalarn rangka mendukung kelancaran 
pelaksanaan tugas. 

BAB II 
PEMBENTUKAN 

Pasal2 

(1) Dengan Peraturan ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas Panti 
Sosial. 

(2) UPTD Panti Sosial sebagaimana dirnaksud pada ayat (1), terdiri 
dari : 
a. UPTD Panti Sosial Rehabilrt:asi Pengemis, Gelandangan dan 

Orang Terlantar (PRPGOT). 
b. UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacal Netra 

{PRPCN). 
c. UPTD Panti Sosial Retiabilitasi Anak Nusantara (PRAN). 
d. UPTD Panti Soslal Rehabllitasl Tresna Wer<iha T eratai (PTWT). 
e. UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR). 

BAB Ill 
PANT! SOSIAL REHABILITASI PENGEMIS, GELANDANGAN 

DAN ORANG TERLANT AR (PRPGOT) 

Bagian Pertama 
Kedudukan, Tug11s Pokok dan Funggsl 

Pasal3 

(1) UPTO Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang 
Tertantar (PRPGOT) dipirnpin oleh seorang Kepala yang secara 
administrasi dan operaslonal berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengen,ls, Gelandangan dan Orang 
Terlantar (PRPGOT) dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan dan 
Rehabilitasi Soslal. 

Pasal 4 

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengernls, Gelandangan dan Orang 
Terlantar (PRPGOT) rnempunyai h.!gas melaksanakan sebagian tugas 
Olnas Sosial pada tingkat operasional yang meliputl pembinaan fisik, 
mental, sosial, merubah sikap dan tingkah laku. rnemberlkan pelatihan 
dan soslallsasi serta pembinaan lanjutan bagl para pengemis, 
gelandangan dan orang terlantar serta penyaluranriya kemasyarakatan 
dan lapangan kerja. 

Pasaf 6 

Untuk melaksanak:an tugas ~ebagaimana dimaksud dalarn Pasal 4, 
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis. Gelandangan dan Orang 
Terlantar (PRPGOT) menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitasi !)engemis, 

gelandangan dan orang tertantar. 
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b. Penyelenggaraan idenllfikasl, observasi dan seleksi caron penghunl 
panli. 

c. Pelayanan, penampungan. pengasramaan dan perawatan. 
d. Pernbinaan flsik dan mental kerohanian, 
e. Pembimblngan latihan dan keterampllan kerja/usaha. 
r. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembali kepada keluarga 

dan masyarakat 
g. Pembinaan lanjutan. 
h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya. 
I. Penyampalan laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas. 

BABIV 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal6 

(1) Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, 
Gelandangan dan Orang Terlantar (PRPGOl), terdiri dari : 
a Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operaslonal. 
d . Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabllltasi 
Pengemis, Gelandangan dan Orang Ter1antar (PRPGOl), 
sebagaimana tercantum dalam Larnpiran I. 

Bagian Pertama 
Kepala UPTO 

Pasal7 

Kepala UPTD mempunyai tugas rnemimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, dalam 
merehabilitasi dan memberikan pembinaan baik lisik maupun mental 
kepada pengemis, gelandangan dan orang-orang tertentu. 

Pasal8 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud deism Pasal 7, 
Kepala UPTD mempunyal fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program ke~a rehabilitasi pengemis, 

gelandangan dan orang terlantar dan memantau pelaksanaannya. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan rehabllitasl pengemls, 

gelandangan dan orang terlantar. 
c. Pemberian bimbingan den pelatihan kelerampilan. 
d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitasl pengemis. 

ge1andangan dan orang terfantar. 
e. Pelaksanaan koordlnasi dan kerjasama dengan unit kerja serta 

instansl lerkait lainnya. 
f. Pelaksansan tugas-tugas dines yang diberikan oleh Kepala Oinas. 
g. Penyampaian laporan pelaksanaan tugas UPTO. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagtan Tata Usaha 

Pasal9 

Kepata Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 
ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan administrasi 
umum dan keuangan. 
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Pasal 10 

Untuk melaksanakan tugas sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 9, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempuhyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

keglatan yang telah ditetapkan sesuai dengan bic:lang tug~snya. 
b. Penyelenggaraan pengelo.laan urusan surat menyurat dan 

kearsipan . 
. c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
e. Pengajuan kebutuhan dana rehabililasi pengemis, gelandangan dan 

orang terlantar dan dokumen lainnya. 
f. Pengajuan rencana gan pemeliharaan rehabilitasi pengemis, 

gelandangan dan orang terlantar serta fasililas lainnya. 
g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Operasional 

Pasal 11 

Petugi;ts Operasior,ial sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 ayc1l (1) 
huruf c, mempunyai tugas melaksanakan pendataan dan lnventarisasi 
para rehabilitasi pengemis, gelandangan dan orang terlantar calon 
penghunl panfi dan memberikan bimbingan pelatihan dengan 
keterampilan serta menyalurkan kem·asyarakatan dan melakukan 
pembinaan fanjutan idenlifikasi, motivasl, seleksi dan penerimaan 
calon penghuni pant!, konsullc!si1 pelayanan dan penampungan 
pengasramaan dan perawatan. 

Pasal12 

Petugas Teknis Operasional ~bagalmana dlma~sud dalam Pasal 11, 
mempunyal fungsi : 
a. Penyelenggaraan pendataan dan identifikasi terhadap rehabilltasi 

pengemls, gelandangan dan orang terlantar calon penghuni panti. 
b. Pemberian bimbingan dan motivasi. 
c. Pelayc1nan, penampungan, pengasramaan dan perawatan. 
d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian. 
e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan 

masyarakat, · 
f. Pemberian lalihan keterampilan. 
g. Pelaksanaan,usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakal. 
h. Pembinaan lanjutan. 
l. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang dlberikan oleh Kepala UPTD. 

BABV 
PANTI SOSIAL REHABILITASI PENDERITA 

CACAT NETRA (PRPCN) 

Bagian Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Funggsi 

Pasal13 

(1) UPTO Panti Sosial Rehallilltasl Penderita Cacal Netra (PRPCN) 
dipimpin oleh seorang Kepala yang secara adm\nistrasi dan 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dlnas. · · 
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{2) Dalam kedudukan tersebut, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Panli Sosial Rehabilltasl Pendefita Cacat Netra (PRPCN) 
dibina oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial. 

Pasal 14 

UPTD Pant! Sosial Rehabllitasi Penderita Cacat Neira (PRPGN) 
mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada 
tlngkat operasi9nal yang meliputi pembihaan fislk, mental, sosial, 
merubah sikap dan tingkah laku pelatlhan dan sosialfsasi serta 
pembinaan lanjutan bagi para penderita cacat netra serta 
penyalurannya kemasyarakatan dan lapangan kerja. 

Pasal 15 

Unluk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, 
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita Cacat Netra (PRPCN) 
menyelenggarakan fuhgsl : 
a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabllitasi penderita 

cacal netra. 
b. Penyelenggaraan identffikasi, obseivasi dan seleksi calon penghuni 

pant!. 
c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan. 
d. Pembinaan llsik dan men~I kemhanian. 
e. Pemblmbing!;!n latihan d.ari keterampilan kerja/usaha. 
f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembalf kepada keluarga 

dan mas.yarakat. 
g. Pembinaan lanjutan. 
h. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya. 
I. Penyampaian laporan kegialan operasional kepada Kepala Dlnas. 

BABVI 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal16 

(1) Susunan Organisa-si UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Penderita 
Cacal Neira (PRPCN), terdiri dari : 
a. Kepata. 
b. Kepala Sub Baglan Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan f ungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Rehabnilasi 
Penderita cacat Netra (PRPCN), sebagaimana tercantum dalam 
Lamplran II. 

Bagian Pertama 
Kepala UPTO 

Pasal 17 

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoord1nasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Dinas Sosial, dalam 
merehabilitasi dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental 
kepada penderita cacat netra dan orang-orang tertentu. 

Pasal18 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabllitasi penderita 

cacat nelra dan memantau pe!aksanaannya. 



b. Perencanaan kebuluhan dan pemenuhan rehabilitasi penderita 
cacat netra. 

c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan. 
d. Pemanlauan dan ~ngawas.an kegiatan rehabllita!?i penderita ca~t 

netra. 
e. Pelaksanaan koordlnasl dan kerjasama dengan unit kerja serta 

inslansi terkait lainnya. 
f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang diberikan oleh Kepala Dinas. 
g. Penyampalan laporan pelaksanaan tugas UPTD. 

Bagian Kedua 
Kepala .Sub Bagian Tata Us aha 

Pasal19 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
16 ayal (1) huruf b, mempunyai tugas rnelaksanakan urusan 
administrasl umum dan keuangan. · 

Pasal20 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana ·dimaksud dalam Pasal 19, 
Kepala Sup Bagian Tata Usaha mempunyal fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

keglatan yang telah ditetap~n sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengelolaan administra~i keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga .dan perlengkapan. 
e. Pengajuan kebutuhan dana rehabllitasi penderita cacat netra dan 

dokumen Jainnya. 
f. Pengajuan rencana dan pemellharaan rehabilitasi penderita cacat 

netra serta fasllltas lainnya. 
g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD. 

Baglan Ketiga 
Petugas Operasional 

PasaI21 
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Petugas Operasional sebagairnana dimaksud datam Passi 16 ayat (1) 
huruf c, me:mpunyai tugas metaksanakan pendataan da.n inventarisasi 
para rehabilitasi penderita cacat netra calon penghuni panU dan 
memberikan perawatan dan bimbingan pelatihan dan ket~rampilan 
ser\a menyalurkannya kemasyarakat dalam rangka pembinaan 
lanjutan, ldentlfikasi, rnotivasl, seleksi, konsultasi, pelayanan dan 
penampungan pengasramaan dan perawalan. 

Pasal22 

Petugas Teknis Operasional sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 21 , 
mempunyai fungsi : 
a. Pendataan dan identiflkasi lerhadap rehabilitasi penderita cacat 

netra calon penghuni panti. 
b. Pemberian blmbingan dan motivasl. 
c. Pelayanan, penan:ipungan, pengasramaan dan perawatan. 
d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian. 
e. Pelaksanaan blmbingan sosial secara individu, kelompok dan 

masyarakat. 
f. Pemberian latlhan keterampilan. 



g. Pelaksanaan usaha-usaha pe11yalurannya didalam masyarakat. 
h. Pembinaan lanjutan. 
i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasl dengan pihak terkait. 
j. Pelaksanaan lugas-lugas lain yang dll?erlkan oieh Kepala UPTD. 

BAB VII 
PANTI SOSIAL REHABILITASI ANAK NUSANTARA (PRAN) 

Baglan Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Funggsi 

Pasal 23 

(1) UPTD Paoli Soslal Rehabllila$I Anak Nusantara (PRAN) dipimpin 
oleh seorang Kepala yang secara administrasi dan operasional 
berada di bawah dan bertangl}ung jawa.b kepada Kepala Oinas. 

(2) Dalam kedudukan tersebul, secara tekni$ operaslonal Kepala 
UPTD Paoli Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) dibina oleh 
Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabililasi Sosial. 

Pasal 24 

UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Anak Nusantara (PRAN) mempunyai 
tugas melaksanakan sebagian tugas Oinas Sosial pada tingkat 
operastonal yang melipufi pemblnaan fislk, mental, sosial, marubah 
sikap dan tingkah laku pelatlhan dan sosialisasi serta pembinaan 
lanjutan bagl para anak nusantara serta penyalurannya 
kemasyarakatan dan lapangan kerja, 

Paaal25 
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Untuk melaksanakan lugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, 
UPTD PanU Sosial . Rehabilitasl Anak Nusantara (PRAN) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilitasi anak 

nusantara. 
b . Penyelenggaraan identifikasi, observasi dan seieksi calon penghuni 

panti, 
c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan. 
d. Pemblnaan fislk dan mental kerohanian. 
e. P.embimb1ngan latihan dan kelerampilan kerja/usaha. 
f. Pelaks_anaan usaha-usaha penyaluran kemball kepada keluarga 

dan masyarakat. 
g. Pembinaa.n lanjutan. 
h. Pengkoordlnasian dengan instansl terkait dan unit kerja lainnya. 
i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada· Kepala Dinas. 

BAB VIII 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal26 

(1·) susunan Organlsasi UPTO Panti Sosiat Rehahilitasi Anak 
Nusantara (PRAN), terdirl darl : 
a . Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTO Pant! Sosial Rehabllltasl Anak 
Nusantara (PRAN), sebagaimana tercanlum dalam Lampiran 111. 
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Bagian Pertama 
Kepala UPTO 

Paul 27 

Kepala UPTD mempunyal tugas memimpin dan mengkoordlnasikan 
pelaksanaan .sebagian tugas operasional Dinas SosiaJ, dalarn 
rnerehabilitasl dan memberikan pembinaan baik flslk maupun m~ntal 
kepada anak nusantara dan orang-orang tertentu. 

Paaal 28 

Untuk rnelaksanakan tugas seba.galmana dimaksud dalam Pasal 27, 
Kepala UPTD mernpunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabllitasi anak nusantara 

dan memantau pelaksanaannya. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan rebabilitasi anak 

nusantara. 
c. Pemberian birnb1ngan dan pelatihan keterampilan. 
d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi anak nusantara 
e. Pelaksanaan koordinasl dan kerfasama dengan unit kerja serta 

instansi terkait lainnya. 
f. Pelaksanaan tugas-tugas_dinas yang dlberikan oleh Kepala Dines. 
g. Penyampaian laporan pelaksanaan togas UPTD. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal29 

Kepala St.lb Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas rnelaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuanmin. 

Pasa130 

Untuk melaksan~kan tugas ~ .bagaimana dimaksUd dalam Pasal 29, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang tel.ah ditetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyetenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
e. Pengajuan kebutuhan pana rehabllltasi anak nusantara dan 

dokumen lainnya. 
f. Penga)uan rencana dan pemeliharaan rehabilitasi anal<. nusantara 

serta fasllitas lainnya. 
c9. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tugas. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPTD. 

Bagian Ketiga 
Petugas Operasional 

Pasal31 

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) 
huruf c, rnempunyai tugas inelaksanakan pendataan dan inventarisasi 
para rehabilltasi anak nusantara calon penghuni panti dan 
memberikan bimbingan pelatihan dengan kelerampilan serta 
menyalu~an kemasyarakatan dan melakukan pembinaan lanjutan 
idenlifikasl, motivasi, seleksl den penerimaan caton penghuni panti1 

konsultasi, pelayanan dan pe.nampungan pengasrarnaan dan 
perawatan. 



10 

Pasal 32 

Petugas Teknis Operasional sebaga,mana dimaksud dalam Pasa1 31 , 
mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan pendataan dan identifikasi terhadap rehabllitasi 

anak nusantara oalon penghuni panli. 
b. Pemberian b.imbingan dan motivasi. 
c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawalan. 
d. Pembinaan mental, fisik dan kerohanian. 
e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelornpok dan 

masyarakat. 
f. Pemberian latlhan keterampilan. 
g. Pelaksanaan usaha-usaha penyalurannya dldalam masyarakat. 
h. Pembinaan lanjutan. 
i. Pelaksanaan kerjasama dan berkoordinasi dengan pihak terkait. 
j . Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPTD. 

BABIX 
PANTI SOSIAL REHABILITASI TRESNA 

WERDHA TERA T Al (PTWT) 

Baglan P&rtaJTia 
Kedudukan, Tu93s Pokok dan Funggsl 

Pasal 33 

(1) UPTD Panti Sos.ial Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT) 
dipimpin oleh seorang Kepala yang secara aominis1rasi dan 
operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada 
Kepala Dinas. 

(2) Dalam kedudukan tersebut, secara leknis operasional Kepala 
UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna Werdha Terata.i (PTWT) 
dlbina oleh Kepala Bidang Pe1ayanan dan Rehabmtasi Sosial. 

Pasal 34 

UPTD Panti Sosial Rehabililasi Tresna Werdha Teratal (PTWl) 
mempunyai tugi;is melaksanakan sebagian tugas Dinas Sosial pada 
tingkat operasional yang meliputi pembinaan fisik, mental, sosial, 
merubah sikap dan tingkah laku pelatihan dan sosiallsasi serta 
pembinaan rehabilitasi lanjut usia serta penyalurannya 
kemasyarakatan dan lapangan kerja. 

Pasal 35 

Untuk melaksanakan fugas sebagaimana dlmaksud dalam Pasat 34, 
UPTD Panti Sosiat Rehabilitasi Tresna Werdha Teratai (PTWT) 
menyelenggarakan fungsl : 
a. Penyusunan program kerja dan kegiatan rehabilltasi lanjut usia. 
b. Penyelenggaraan idenliflkasl, observasi dan seleksi calon penghuni 

panli. 
c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan. 
d. Pembinaan fisik dan mental kerohanian. 
e. Pembimbingan latlhan dan keterampnan kerja/usaha. 
f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembati kepada keluarga 

dan masyarakat. 
g. Pembinaan lanjutan. 
h. Pengkoordinaslan dengan instansi terkait dan unit kerja lainnya. 
I. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepata Oinas. 
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BABX 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal36 

(1) Susunan Organisasi UPTD Paritl Sosfal Rehabilftasi Tresna Werdha 
Teratal (PTWT), terdiri dari : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Pe,tugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungstona1. 

(2) Bagan Susunan Organisasl UPTD Pant! Soslal Rehabilitasi Tresna 
Werdha Teratai (PTWT), sebagaimana tercantum dalam lampiran 
IV. 

Baglan Pertam-1 
Kepala UPTD 

Pasal 37 

Kepala UPTD mempunyai tugas memimpin dan mengkoordinasikan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Dlnas Sosial, dalam 
rnerehabilita:;i dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental 
kepada rehab11ltasi lanjut usfa dan orang-orang tertentu. 

P~sa.138 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 
Kepala UPTD mempunyai rungs! : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja rehabititasi lanjut usia dan 

"'em.antau pelaksanaannya. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan mhabilltasi lanjut usia. 
c. Pemberian bimbingan dan pelatihan keterampilan. 
d. Pemantauan dan pengawasan kegiatan rehabilitasi lanjul usia. 
e. Pelaksanaan koordinasl dan kerjasama dengan unit kerja serta 

instansl terkalt lainnya. 
f. Pelaksanaan tugas-lugas dinas yang diberika.n oleh KepalaDinas. 
g. Penyampaian lap_oran pelaksanaan tugas UPTD. 

Bagian Kedua 
Kepala Sub Baglan Tata Usaha 

Pasal39 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
36 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 

Pasal40 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, 
Kepata Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Pe.nyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah dltetapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyelenggaraan pengelolaan urusan surat menyurat dan 

kearsipan. 
c. Pengelelaan administrasi keuangan. 
d. Penge\olaan urusan rumah tangga dan perlengkapan. 
e. Pengajuan kebutuhan dana rehabllltasl lanjut usia dan dokumen 

lainnya. 
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f. Pengajuan rencana .dan pemeliharaan rehabilftasi lanjut usla serta 
fasilrtas lainnya. 

g. Penyiapan dan penyu~unan laporan kegiatan pelaksanaan,luga~. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala UPID. 

Bagian Ketlga 
Petugas Operasional 

Pasal41 

Petugas Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas melaksanak-an pendataan dan inventarisasi 
para rehabilitasi lanjut usia calon penghuni pantl dan memberikan 
bimbingan pelatlhan dengan keterampilan serta menyalurkan 
kemasyarakatan dan melakukan pemb1naan lanjutan [dentifikasl, 
molivasi, seleksi dan penerimaan calon penghuni panti, konsultasi, 
pelayanan dan penampungan pengasramaan dan perawatan. 

Pas-ll42 

Petugas Teknis Operasjonal sebagaimana d.[maksud dalam Pasal 41 , 
mempunyai fungal : 
a. Penyelenggaraan pendataan dan lden:tifikasi terhadap rehab11ltasi 

lanjut usia calon per\ghunl panli. 
b. Pemberian bimbingan dan motivasi. 
c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan. 
d. Pembinaan mental, ftsik dan ker.ohanian. 
e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara tndivldu, kelompok dan 

masyarakat 
f. Pemberian latihan keterampilan. 
g. Pelaksanaan usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakal. 
h. Pembinaan lanjutan. 
I. Pelak.sanaan ketjasama dan berkoordinasi dengan pihak terka1t 
j . Pelaksanaan tugas-tugas latri yang dlberikan oleh Kepala UPTD. 

BABXI 
Pantl Soslal Bina Anak dan Remaja (PSBAR) 

Bagian Pertama 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Funggsi 

Pasal43 

(1) UPTD f'antl Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) dipimpin oleh 
seorang Kepala yang-secara ac;lministrasi dan operasional berada 
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. 

(2) Dalam kedudukan tersebul, secara teknis operasional Kepala 
UPTD Panti Sosial Bina Anak dan Remaja (PSBAR) dibina oleh 
Kepala Bldang Pelayanan dan Rehabilltasi Sosial. 

Pasal 44 

UPTD Pantl Sosial Biha Anak dan Remaja (PSBAR) mempunyai tugas 
melaks;makan sebaglan tugas Dinas Sosial pada tlngkat operasional 
yang meliputi pembinaan flsik, mental. sosial, meru.bah s1kap dan 
tingkah laku pelatlhan dan sosialisasl serta pernbinaan an_ak dan 
remaja serta penyalurannya kemasyarak.atan dan lapangan keqa. 
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Pasa145 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 
UPTD Panti Soslal Bina Anak dan Remaja (PSBAR) 
menyelenggarakan fungsi : 
a. Penyusunan program kerja dan kegialan anak dan remaja. 
b. Penyelenggaraan ldentifikasi, observasl dan sefeksi calon penghuni 

panti. 
c. Pelayanan, penampungan, pengasramaan dan perawatan. 
d. Pemblnaan fislk dan mental kerohanian. 
e. Pembimbingan lalihan dan keterampilan kerja/usaha. 
f. Pelaksanaan usaha-usaha penyaluran kembali kepada keluarga 

dan masyarakal. 
g. Pembinaan lanjutan, 
h. Pengkoordinasian dengan instansi terkaft dan unit kerja laimya. 
i. Penyampaian laporan kegiatan operasional kepada Kepala Dinas. 

BABXll 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal4o 

(1) Susunan Organisasi UPTD Panli So:.ic1l Bina Anak clan Remaja 
(PSBAR), terdiri darl : 
a. Kepala. 
b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha. 
c. Petugas Teknis Operasional. 
d. Kelompok Jabatan Fungsionat 

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Panti Sosial Bina Anak dan 
Remaja (PSBAR). sebl;!gaimana ter<,antum dalam Lampiran V. 

Baglan Pertama 
Kepala UPTD 

Pasa147 

Ke.pala UPTD mempunyai tugas memlmpin dan mengkoordlnaslkan 
pelaksanaan sebagian tugas operasional Oinas Sosial. dalam 
merehabilitasl dan memberikan pembinaan baik fisik maupun mental 
kepada anak dan remaja dan orang-orang tertentu. 

Pasal 48 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, 
Kepala UPTD mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana dan program kerja anak dan remaja dan 

memantau pelaksanaannya. 
b. Perencanaan kebutuhan dan pemenuhan anak dan remaja. 
c. Pei:nberian bimbingan dan pelatihan keterarnpilan. 
d. Pemantauan dan pengawa.san kegiatan anak dan remaja. 
e. Pelaksanaan koordinasl dan kerjasama dengan unit k,erja serta 

instansl terkait lainnya. 
f. Pelaksanaan tugas-tugas dinas yang dlberikan oleh Kepafa Oinas. 
g. Penyampaian laporan pelaksanaan togas UPTD. 

Baglan Kedua 
Kepal.a Sub Bagian Tata Usaha 

Pasal 49 

Kepala Sub Ba.gian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 
46 ayal (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan urusan 
administrasi umum dan keuangan. 
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Pasal 50 

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Passi 49, 
Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 
a. Penyusunan rencana kerja sebagai bahan untuk melaksanakan 

kegiatan yang telah diletapkan sesuai dengan bidang tugasnya. 
b. Penyef!;!nggaraan pEl)ngelolaan urusan surat mehyUrat dan 

kearsipan. 
c. Pengelolaan administrasi keuangan. 
d. Pengelolaan urusc1n rumah tangga dan perlengkapan. 
e. Pengajuan kebutuhan dana. anak .dan remaja dan dokumen 

lafnriya. 
f. Pen_gajuan rencana dan pemellharaan anats dan remaja serta 

fasilitas lainnya. 
g. Penyiapan dan penyusunan laporan kegiatan pelaksanaan tug as. 
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan K-epala UPTD. 

Baglan Ketlga 
Petugas Operasional 

Pasal51 

Petugas ·operasional sebagaimana dimaksud dalar:n· Passi 46 ayat (1) 
huruf c, mempunyai tugas melak.sanak.an pendataan dan inventarisasi 
para anak dan remaja calon penghuni pant! dan memberikan 
bimbingan pelatihan dengan keterampilan serta menyalurkan 
kemasyarakatan dan melakukan pemblnaan lanjutan ldenfifikasi, 
mofivasi, seleksj dan penerimaan calon penghunj panfi, konsultasi, 
pelayanan dan penampungan pengasramaan dan perawatan. 

Passl 52 

Petugas Teknis Operaslonal sebagalmana dimaksud dslam Passi 51 , 
mempunyai fungsi : 
a. Penyelenggaraan pendataan dan identifikasi terhadsp anak dan 

remaja calon penghuni panli. 
b. Pemberian bimbingan dan motivasi. 
c. Pelayansn, penampungan. pehgasrarriaan dan perawatan. 
d. Pembinasn mental, flsik dan kerohanian. 
e. Pelaksanaan bimbingan sosial secara individu, kelompok dan 

masysrskal 
f. Pemberian latihan keterampilan. 
g. Pelaksanssn usaha-usaha penyalurannya didalam masyarakat. 
h. Pembinaan lanjutan. 
i. Pelaksanaan kerjasama dan ber1<oordlnasl dengan pihak terkait. 
j. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepsla UPTD. 

BABXIII 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal 63 

(1) Kelompok Jabata.n Fungsional pada masing-masing UPTO Panti 
Sosial. mempunysi tugas dan fungsl UPTD Panti Sosial, sesuai 
dengan keahlian yang dibutuhkan 

(2) Kefompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam 
jenjang jabstan fungsionsl y_ang terbagi dafam kelompok sesuai 
dengan bidang tugasnya. 
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BAB XIV 
TATA KERJA 

Pasal 64 

Dalam melaksanakan lugasnya, UPTO Panti Sosial, menerapkan 
prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkt:Jngan satuan 
kerjanya maupun dengan instansi lainnya sesuai dengan bldang 
tugasnya. 

Pasal55 

Kepala UPTD Pantl Sosial, dalam melaksanakan tugasnya didasarkan 
pada kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dlnas ~esuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Pasal66 

(1) Kepala UPTD Panti Sosial, wajib mernimpin dan 
mengkoordinaslkan bawahannya serta memberikan bimbingan 
dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan apablla 
terjadi penyimpangan dapat mengambil lindakan yang diperlukan 
dan melaporkan pen.yimpangan tersebut kepada Kepa!a Dinas 
sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan yang 
berlaku. 

(2) Kepala Sub Bagian, Petugas Teknis Operasional dan Kelompok 
Jaoatan Fungsional bertanggungjawab kepada Kepala UPTD 
Panti Sosial Rehabilitasi Pengemis, Gelandangan dan Orang 
Terlantar (PRPGOT), UPTD Panti Sosial Rehabilltasi P.enderita 
Cacal Netra (PRPCN), UPTO Paoli S.osial Rehabilita.si Anak 
Nusantara (PRAN), UPTD Panti Sosial Rehabilitasi Tresna 
Werdha Teratai (PTWT) dan UPTD pantl Sosial Bina Anak dan 
Remaja (PSBAR). 

BAB XV 
PENGANGKAT AN DAN PEMBERHENTIAN 

Pasa157 

Kepala UPTD, Kepeta Sub Bagian Tata U~ha, Patugas Operasional 
dan Kel<;>mpok Jabatan Fungsional pada UPTD Pantl Sosial, diangkat 
dan diberhentikan oleh Walikoia berdasarkan usul Kepala Dinas. 

BAB XVI 
PENUTUP 

Pasal58 

Oengan berlakunya Peraturan tni, maka Keputusan Walikota 
Palembang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit 
Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pa.nti Sosial. dicabul dan dinyatakan 
lidak bertaku. 
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Pasal59 

Peraturan ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

A.gar ~fiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota 
Palembang 
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